
  

 

 

BUPATI   MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/211/Kept./403.013/2021 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN  

BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG  

YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 

DI KABUPATEN MAGETAN 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan 

Nomor 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat 

Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi 

Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Dan Gudang 

Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas 

Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021, Sdr. Ir. Muh Salim telah ditetapkan 

sebagai Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM; 

  b.  bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 

821/77/KEPT/403.203/2021 Pengangkatan Dalam 

Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magetan, Sdr. Ir. Muh Salim telah 

diangkat dalam jabatan baru sebagai Camat Barat, 

sehingga perlu mengganti kedudukan yang bersangkutan 

sebagai Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM 

dan menunjuk pejabat baru sebagai Pejabat Penguji 

Tagihan / Penandatanganan SPM; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanan 

ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan 

SALINAN 
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Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / 

Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa 

Pasar Rakyat Dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang 

Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, 

maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan  Berupa 

Pasar Rakyat Dan Gudang Nonsistem Resi Gudang  Yang 

Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Di 

Kabupaten Magetan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reppublik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

239); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

4603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 

Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

660); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 203); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 

tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka 

Pelaksanaan Kegiatan Pembanguna/Revitalisasi Saran 

Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem 

Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas 

Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1639);  
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Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 788 Tahun 2021 

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa 

Pasar Rakyat Dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang 

Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; 

  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 

821/77/KEPT/403.203/2021 Pengangkatan Dalam 

Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magetan; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : 

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan  Berupa 

Pasar Rakyat Dan Gudang Nonsistem Resi Gudang  Yang 

Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Di 

Kabupaten Magetan, yakni Pejabat Penguji 

Tagihan/Penandatanganan SPM, sebagai berikut: 

Nama : Drs. ARI KUNCORO BROTO, M.M. 

NIP : 196404271985031008 

Pangkat : Pembina / IVa 

KEDUA :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 5 Juli 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

                         TTD 

SUPRAWOTO 

 

 

 

 

 


